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PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH. 

ABSTRAK:  -   Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka percepatan pembangunan, 
meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan 
potensi daerah melalui kerja sama daerah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU 
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 
Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 14 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2018; 
PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2020. 

 

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak 
Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah 
dengan Lembaga di Luar Negeri. 

 

- Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti. 
 

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 dan mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan 1 Oktober 2025. 

- Semenjak Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di 
Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Banyak halaman: BT 34 halaman, 7 LMP. 
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